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KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENINJAU PUTUSAN 

PENGADILAN YANG DIANGGAP KONTROVERSI 

Panondang Reksi 

ABSTRAK 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Komisi Yudisial 

dalam meninjau putusan pengadilan yang dianggap kontroversi dan untuk 

mengetahui peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim di pengadilan.  

Penelitian skripsi ini menggukan metode berdasarkan rumusan masalah yang 

terdapat di dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian hukum ini dilakukan 

dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari 

berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

skripsi ini. Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis, menurut hasil dari 

penelitian skripsi ini adalah menujukkan bahwa : Pertama, Komisi Yudisial 

sebagai badan konstitusional (Mahkamah Konstitusi kekuasaan) yang dirancang 

untuk memecahkan masalah kontrol yudisial. Selain kekuasaan untuk mengajukan 

pengunduran diri Mahkamah agung, para hakim harus setuju fakta keras bahwa 

regulator tidak bisa secara konstitusional dilaksanakan setelah Mahkamah 

Konstitusi menyatakan payung hukum otoritas pengawas itu inkonstitusional 

Komite Hukum menurut Pasal 20-25 konstitusi UU Komisi Yudisial No. 22 tahun 

2004. Kedua, Dalam pengawasan perilaku hakim tugas komisi yudisial 

mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, 

kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan 

keluhuran martabat hakim. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh komisi 

yudisial dapat menjaga kehormatan dan kemartabatan hakim baik secara fisik dan 

mental. Pengawasan yang dilakukan komisi yudisial terhadap perilaku hakim di 

dalam persidangan guna menjaga sistem penegakan hukum yang merata kepada 

seluruh masyarakat melalui putusan-putusan yang diambil oleh hakim tersebut. 

 

Kata Kunci : Komisi Yudisial, kedudukan dan peran pengawasan 
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RINGKASAN 

 

Kedudukan Komisi Yudisial dalam Meninjau Putusan Pengadilan yang 

Dianggap Kontroversi 

(Panondang Reksi: 2023, ) 

 

Salah satu tuntutan aspirasi yang berkembang dalam era reformasi adalah 

reformasi sistem hukum menuju terwujudnya supremasi sistem hukum di bawah 

sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses 

penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari. Sebagai langkah awal   

reformasi hukum, maka diwujudkan dalam bentuk Perubahan UUD 1945 yang 

merupakan hukum dasar dan landasan konstitusional dalam penyelenggaraan  

negara. Tugas-tugas yang direncanakan untuk MPPH waktu itu adalah memberi 

pertimbangan pada waktu pengambilan keputusan terakhir tentang saran-saran 

dan/atau usul-usul pengangkatan para hakim yang diajukan Mahkamah Agung 

(MA) atau juga menteri Kehakiman. Seiring dengan gerakan reormasi tahun 1998 

ide untuk membentuk Komisi Yudisial muncul. Awalnya waktu reformasi itu 

terjadi, MPR mengeluarkan ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang pokok-

pokok reformasi    pembangunan dalam rangka penyelamatan dan Normalisasi 

Kehidupan Nasional. Salah satu isi Tap MPR tersebut adalah pemisahan fungsi 

yudikatif (Kekuasaan Kehakiman) dari eksekutif. Sebagai lembaga negara Komisi 

Yudisial mempunyai kedudukan sama dengan lembaga negara yang lainnya 

dalam lingkungan yudikakatif seperti Mahkamah Agung. Komisi Yudisial 

mempunyai kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD 1945 yang 

kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial. Akan tetapi belakangan sebagaimana kita ketahui telah 

dinyatakan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 

1. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa segala 

ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyangkut 

pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Sebagaimana diketahui, syarat-syarat itu ditetapkan 

bertentangan dengan UUD RI 1945 tentang Mahkamah Konsitusi adalah 

pasal-pasal inti  Undang-Undang Komisi Kehakiman, mengarah ke: 1. 

Hakim konstitusi bukanlah hakim ketua komisi yudisial harus mengontrol 

etikanya, 2. Komisi Yudisial adalah otoritas pengawasan. Artinya 

berdasarkan putusan mengatakan, saat ini ketentuan peraturan perundang-

undangan berikut sudah tidak ada lagi konstitusi yang membutuhkan 

pengawasan eksternal oleh hakim. Kedudukan Komisi Yudisial sebagai 

Lembaga negara yang sifatnya penunjang terhadap kekuasaan kehakiman. 

Adapun kedudukan komisi yudisal berdasarkan UUD RI 1945 yaitu 

sederajat dengan Lembaga negara yang lain seperti presiden, dewan 
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perwakilan rakyat dan Lembaga negara yang lain. Komisi Yudisial sebagai 

Lembaga pengawas eksternal dalam sistem kekuasaan kehakiman di 

Indonesia tidak menjadi pengikat bagi setiap hakim. Komisi Yudisial 

setidaknya memiliki dua kedudukan utama, yaitu: (1) mengusulkan 

pengangkatan hakim agung , (2) kedudukan lain dalam rangka menjaga 

dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim. 

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial 

merupakan Lembaga negara yang kedudukan utamanya melayani dan 

memberi pelayanan. 

2. Dalam pengawasan perilaku hakim tugas komisi yudisial mengambil 

langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, 

kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan 

keluhuran martabat hakim. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh 

komisi yudisial dapat menjaga kehormatan dan kemartabatan hakim baik 

secara fisik dan mental. Pengawasan yang dilakukan komisi yudisial 

terhadap perilaku hakim di dalam persidangan guna menjaga sistem 

penegakan hukum yang merata kepada seluruh masyarakat melalui 

putusan-putusan yang diambil oleh hakim tersebut. Pengawasan hakim 

yang dilakukan oleh komisi yudisial juga dapat menjaga kestabilan 

penegakan hukum di Indonesia. Pengawasan perilaku hakim ini jelas 

tertulis pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan 

atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Didalam BAB VI 

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman tertulis ketentuan pengawasan Mahkamah Agung sebagai 

berikut: (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelengaraan peradilan pada 

semua badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam 

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah 

Agung. (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan 

tugas administrasi dan keuangan. (3) Pengawasan internal atas tingkah 

laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. (4) Pengawasan dan 

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3) tidak boleh 

mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 

Komisi Yudisial sebaiknya diberi kewenangan pro justisia yaitu 

kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap para hakim yang 

diduga atau diindikasikan melakukan perbuatan pidana. Untuk 

kewenangan itu harus di dukung oleh perangkat undang undang agar di 

tambahkan pasal kewenangan melakukan penyidikan oleh Komisi Yudisial 

terhadap para hakim yang diduga melakukan perbuatan pidana. 
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